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ABSTRAK

Suatu bentuk model negara bisa mempengaruhi pola partisipasi rakyat
terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sedang dilaksnakan. Sorotan
tajam paling banyak diarahkan pada Undang-undang No. § Tahun 1974 yang
menjadi landasan hukum otonomi dan pemerintah daerah. Berangkat dari
kelemahan Undang-Undang tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-
Undang otonomi baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahuin 1999. Diharapkan
dengan adanya Undang-Undang ini akan dapat menjawab permasalahan yang -
ada.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yaitu melakukan analisis
hanya sampai pada taraf deskriptif, menganalisa dan menyajikan fakta secara
sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan denga pengambilan data
sekunder yang diperoleh dari media massa dan bahan pustaka lainnya. Teknik
analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis
terhadap dinamika hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat
melalui  Undang-Undang otonomi daerah serta partisipasi rakyat dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian organisasi jabatan-
jabatan negara yang merupakan satu kesatuan merupakan keleluasaan untuk
mengatur urusan-urusan negara yang oleh pemerintah pusat diserahkan
pengaturan dan pengurusannya kepada daerah. Dalam pembiayaan berarti
bahwa pemerintah daerah yang otonom mempunyai sumber-sumber keuangan
sendiri dalam anggaran keuangan daerah yang bersangkutan.

Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara organisatoris
tidak mempunyai hubungan langsung, ini berarti pemerintah daerah merupakan
bawahan dari pemerintah pusat dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada
pemerintah pusat. Pejabat daerah juga tidak tergantung secara langsung
kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini
tidaklah dilakukan atas perintah dari pemerintah pusat dan juga pelaksanaan
tugasnya tidaklah dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Perbedaan pemikiran tentang pentingnya peranan pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menimbulkan variasi dalam susunan
jabatan tertinggi pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya mengenai kedudukan dan wewenang kepala daerah.
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KATA PENGANTAR

Dengan selesainya kegiatan studi tentang Studi Model Negara dan Implikasi Partisipasi
Rakyat Dalam Otonomi Daerah (Studi Kasus UU No. 22 tahun 1999) ini maka dengan
ini disampaikan Laporan akhir hasil studi sebagai bagian yang dipersyaratkan dalam
Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah hasil studi kerjasama,
maka diharapkan ada banyak masukan, kritik dan saran yang membangun bagi

penyempurnaan hasil studi sejenis ini di masa mendatang.

Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada fihak-fihak terkait yang telah banyak
membantu pelaksanaan studi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan
vang telah diberikan sangat mendukung baik dalam proses maupun penyelesaian laporan

studi ini.

Atas dukungan, kritik dan saran yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, Desember 2001

Tim Peneliti
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BAB 1

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dasar hukum pelaksanaan pemerintahan
di daerah sarat dengan perubahan. Perubahan ini seiring dengan dinamika , situasi serta
aspirasi yang timbul dijamannya. Pergantian konstitusi Indonesia dari UUD 1945, KRIS
dan UUDS 1950 secara langsung mempunyai pengaruh kepada pengaturan dasar-dasar
pemerintahan di daerah. Perubahan orientasi dasar-dasar pemerintahan daerah tidak saja
terjadi karena pcru.bahan UUD yang pernah berlaku di Indonesia dalam suatu kurun
waktu tertentu tetapi juga di dasari dengan banyak pertimbangan, diantaranya keinginan
untuk memberi otonomi daerah yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Dalam
beberapa peraturan per-undang-undangan yang pernah berlaku, keinginan untuk memberi
otonomi kepada pemerintai daerah dapat ditemukan dengan segala kualifikasinya:
Otonomi riil, otonomi nyata dan bertanggungjawab, dll.  Sebuah kenyataan yang juga
tersirat dalam konsep otonomi yang ada, bahwa ada pertimbangan dan dasar-dasar
tertentu yang pada kenyataannya justru mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan
pemerintah daerah untuk memberi batasan-batasan atau kualifikasi bagi pelaksanaan
otonomi. Pertimbangan atas dasar-dasar tersebut dikembangkan dari asumsi-asumsi yang
mempunyai landasan formal yang sama kuatnya dengan landasan atau dasar otonomi.

Ketentuan pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah

negara Kesatuan berbentuk Republik.  Sebagai negara kesatuan memberikan dasar

pembatas bagi pengembangan otonomi. Dalam praktek pelaksanaan konsep tentang
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negara kesatuan (cenfiidstaar) vang terdapat di dalam penjelasan pasal dapat menjadi
aktor pengganggu bagi mereka vang ingin memperjuangkan sebuah otonomi daerah yang
Kuat. Dengan asas cenficidstaar yang tidak memberikan tempat “staur” di dalamnya dan
diperkava dengan pengalaman historis pergolakan daerah menentang pemerintah pusat
mengakibatkan Kkewaspadaan yang berlebihan terhadap daerah yang mempunyai
pemerintahan kual.. Sehingga pemerintah daerah dioposisikan sebagai ancaman terhadap
dacrah yang mempunyai pemerintah pusat mengakibatkan kewaspadaan yang berlebihan
terhadap dacrah yang mcmpun_\hi pemerintahan kuat.  Schingga pemerintah dacrah
diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi pemerintah pusat. Pengembangan
konsep vang mendukung kesatuan negara, dalam negara kesatuan semisal Wawasan
Nusantara pada galibnya lebih memberi bentuk kuatnya pemerintah pusat. Konsep
wawasan atau cara pandang bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi, politik,
sosial budaya dan pertahanan keamanan, lebih memberikan ruang gerak pemerintah pusat
untuk memonopoli kewenangan ketimbang memberi kesempatan kepada pemerintah
daerah untuk berkembang mandiri dan dalam skala optimal . Pemusatan secara
sentralistik kepada pemerintah pusat tidak saja beraspekkan teknis pelﬁerintah tetapi juga
ekonomi maupun politik (Harjono, seminar 21 September 1998 di Ubava). Pada aspek
politik menyebabkan bahwa semua persoalan diwilayah Indonesia adalah persoalan
Jakarta.  Elit-clit pusat menentukan nasib dacrah, bahkan untuk menjadi orang kuat
didaerah harus menjadi bagian clite orang kuat di pusat lebth dahulu.  Tidak
mengherankan jika selama ini Kepala ;iitcrah di tentukan oleh menteri dalam negeri

bahkan Presiden. DPRD menjadi “tukang stempel™ dan terjepit antara rakyat yang

memilihnya dan kepala dacrah pun ikut menentukan penyaluran modal-modal kedaerah,

P
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schingga meskipun sumber-sumber daya alam melimpah di daerah akan sahgat
bergantung pada pemerintah pusat dalam pengelolaannya.  Konsentrasi kekuasaan
pemerintahan pada pemerintah pusat menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonoi
pemerintah pusat.  Perkiraan kasar bahwa jumlah uang yang beredar 70 Universitas
berada di Jakarta menggambarkan dengan jelas betapa tersentralisasinya aktifitas
ekonomi di Jakarta.

Baru dalam cra reformasi masyarakat sccara terang-lerangan menyampaikan
protesnya, Dbersamaan dengan govahnya pusat akibat gejolak yang menyebabkan
pergantian pimpinan sccara mendadak. Maka tidak mengherankan kalau diskusi dan
tuntutan ekonomi luas yang diprakarsai dan dimotori oleh kalangan diluar badan politik
yang mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan. Misalnya di Bandung ada Bappertal
(Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total), di Ujung pandang ada sekelompok
mahasiswa Universitas Hasanuddin yang menamakan diri Aksi Solidaritas Mahasiswa
.UNHAS, di Yogyakarta ada tim Perumusan Sumbangan Pemikiran Universitas Gajah

Mada.

1.2 Rumusan Masalah

Sorotan tajam paling banyak diarahkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
yang menjadi landasan hukum otonomi dan pemerintahan dacrah. Dari berbagai diskusi
dan kritik vang kategoris, dapat dikemukakan hal-hal berikiut ;

® Definisi pemerintah dacrah mengandung kerancuan yang sangat mengacaukan

pembedaan antara fungsi eksekutif (menjalankan pemerintahan) dengan

fungsi legislatif (Mengemban kedaulatan rakyat melalui perwakilan).

-
Al
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Gugatannya adalah kepala daerah itu bertanggungjawab kepada rakyatnya
ataukah kcpada pemerintah pusat; tugasnya memperjuangkan kepentingan
rakvat dacrah ataukah kepentingan pemerintah pusat; tunduk kepada DPRD
ataukah kepada atasan dipusat.

* Undang-Undang ini pada dasarnya mengartikan otonomi lebih pada kewajiban'

dibanding hak, dan tidak mencerminkan perimbangan hak dan kewajiban.

¢ Undang-Undang ini menempatkan negara lebih sebagai status quo kekuasaan
secara politis maupun ekonomis, schingga mengaburkan isinya yang utama
sebagai perangkat dan perekat negara kesatuan.

® Undang-Undang ini terlalu banyak menjanjikan peraturan pelaksana yang
pembuatannva dilakukan oleh pemerintah pusat dan kenyataannya banyak
terbengkalai.

®  Menempatkan kekuasaan tertinggi ditangan cksekutit dengan akibat kepala
dacrah  tdak  harus bertanggungjawab  kepada DPRD, tetapi  cukup
memberikan Keterangan saja karena dewan hanya mecrupakan perangkat
dacrah.

® Svarat bahwa calon Kepala  daerah  harus mempunyai kecakapan dan
pengalaman pekerjaan vang cukup dibidang pemen:ntahan menyebabkan
hanya pegawai negeri (sipil dan militer) saja yang memenuhi syarat untuk
dicalonkan scbagai kepala daerah (Kompas, 19 Desember 1998).

Berangkat dari kelemahan undang-undang tersebut maka pemerintah menerbitkan

Undang-undang otonomi baru vaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999.  Diharapkan

dengan adanva Undang-undang ini akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Yang
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menjadi pertanyaan adalah apakah Undang-undang baru ini cukup representatif mengatur
otonomi dacrah dalam konteks desentralisasi penyelenggara pemerintah (hubungan pusat-
dacrah) dalam kaitannya dengan bentuk negara dan partisipasi rakyat dalam mewujudkan
grass root democration.  Untuk menjawab pertanyaan ini maka salah satu cara yang
dapat digunakan adalah dengan melakukan perbandingan Undang-undang No. 22 Tahun

1999 dengan Undang-undang terdahulu (Undang-undang No. 5 1974).

1.3 Tujuan Penelitian

& Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi secara komprehensif tentang
pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan bentuk
negara dan partisipasi rakyat dalam mewujudkan grass root democration,

2 Berupava untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif berbagar sebab
(faktor-taktor) vang menyebabkan model partisipasi rakyat tersebut.

Mengkagi sampai sejauh mana implikasi yang muncul dari model partisipasi

1Y)

rakvat tersebut terhadap bentuk negara yang akan berkembang kemudian.

1.4 Manfaat Penelitian

Lewat penclitian ini diharapkan memperoleh manfaat:

Lo Memberikan informasi sccara komprehensit tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun
1999, Khususnva vang berkaitan dengan bentuk negara dan partisipast rakyat dalam
mewujudkan grass roor democration.

2. Memberikan  pemahaman secara komprehensif berbagai sebab (faktor-faktor) yang

menyebabkan model partisipasi rakyat tersebut,

LAPORAN PENELITIAN Model Negara Dan Implikasi... Budi Prasetyo
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3. Memberikan kajian implikasi yang muncul dari model partisipasi rakyat tersebut

terhadap bentuk negara yang akan berkembang kemudian.

1.5 Kerangka Teori
L5.1  Teori Kedaulatan Ra kyat (Demokrasi)

Dalam Websier's New Collage Dictionary didapat keterangan bahwa democracy
berasal dari kata demos dan cratien (bahasa Yunani) yang berarti rakyat dan kekuasaan.
Jadi titik fokus dari pada demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat timbul
dari kekuasaan yang melekat pada individu-individu yang disatukan mengingat
kekuasaan melekat pada setiap orang untuk mengatur dan mempertahankan diri. Dengan
demikian kekuasaan rakyat bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan seluruh
rakyat agar kehidupannya menjadi aman, tertib, adil dan sejahtera.

Dalam mencapai tujuannya, maka dipilih orang-orang yang dianggap cakap untuk
melaksanakan pemerintahan, dimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang
menang secara mayoritas dalam pemilihan umum., Walaupun demikian, pemerintah tidak
boleh mcmbcda~bcd»akzm dlaupun memenangkan satu golongan ataupun kelompok
tertentu. - Hal ini diperkuat oleh Profesor Hertz dalam buku “ Political Realism and
Political Ideology™ yang menyatakan bahwa “ Demokrasi ialah semacam pemerintahan
dimana tidak ada sescorang anggota masyarakat atau kelompok pun yang mempunyai
hak prerogatif politik”. Jadi pemerintahan yang dilakukan semua untuk semua sebagai
penentangan terhadap kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok yang terpisah
(Sukarna, 1990:37). Menurut Dahl, Der'nokrasi adalah suatu sistem politik dimana para

anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai sebagai

Budi Prasetyo

LAPORAN PENELITIAN Model Negara Dan Implikasi...




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

orang-orang vang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama
berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang
mercka perlukan demi untuk memerintah diri mercka sendiri (Dahl, 1992:1).

Dalam  pemerintah  berkewajiban  untuk bertanggungjawab  kepadsa  yang
diperintah karena antara pemerintah dan yang diperintah mempunyai fungsi diatur yang
dibuat dan disetujui dapat dijalankan. Karena itulah Plamenantz mengatakan bahwa : *
Demokrast berarti pemerintahan  oleh orang-orang yang dipilih secara bebas dan
bertanggungjawab terhadap yang diperintah™ (Sukarna, 1990:39) . Sehingga tidak salah
Jika Abraham Lincoln mendefinisikan bahwa demokrasi ialah pg:merintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.

1.5.2  Teori Negara

Sejarah Dan Teori Terjadinya Negara Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia
sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam kelompok
m’anusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertabankan  hidupnya: mencari
makan, melawan bahava, serta melanjutkan keturunan,

Kelompok manusia ini bersifat nomaden tetapi setelah mereka mengenal
peternakan dan bercocok tanam mereka tidak lagi berpindah-pindah tetapi mereka
mendiami suatu kawasan tertentu . Dan untuk mengatur dan memimpin mercka. Mereka
menugaskan kepada sescorang atau sckelompok kecil orang dari mereka. Kepada
pemimpin kelompok di berikan kekuasaan tertentu dan anggota kelompok diharuskan
mentaati peraturan dan perintah dari pemimpinnya. Maka timbullah dalam kelompok itu

sesuatu kekuasaan “pemerintahan” yang amat sederhana. Lama kelamaan kelompok
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tersebut berkembang menjadi lebih besar sehingga diperlukannya suatu organisasi yang
lebih teratur dan lebih berkekuasaan.

Organisasi itu amat diperfukan untuk  melaksanakan dan  mempertahankan
peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan lebih tertib. Organisasi yang mempunyai
kekuasaan itulah yang dinamakan negara.

Definist negara menurut para ahli adalah sebagai berikutv: Negara menurut Prof,

Mr. R Kranenburg : Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang
diciptakan oleh sckelompok manusia yang disebut bangsa, dengan tujuan untuk
menyelenggarakan kepentingan bersama. (Sochina, 1991:205). Negara menurut Hans
Kelsen : Negara itu pada hakekatnya adalah merupakan Zwangsoodrung suatu tertib
hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa yang menimbulkan hak
memenrntah dan kewenangan tunduk  (Soehino, 1991:179). Negara menurut Mirriam
Budiarjo, negara adalah sebuah institusi yang terbentuk dari keberadaan masyarakat yang
bertempat tinggal dalam suatu teritori tertentu, dengan peraturan yang mereka susun dan
disepakati bersama untuk mengatur kehidupan mereka , pada hakekatnya fungsinya
adalah sebagai alat untuk mengintegrasikan golongan-golongan masyarakat atau unit-unit
pemerintahan dalam kehidupan bersama (Budiarjo, 1977:139).
Munculnya gagasan untuk mengubah bentuk negara ke negara federal, belakangan ini
sangat berkaitan dengan lemahnya peran poemerintah di negara kesatuan dalam
mengatast krisis sclama sejarah negara .ini dan menguatnya tuntutan pembagian
kekuasaan dan keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Prof. Mr. R Kararlcnbufg, ahli llmu negara umum dari Belanda, bahwa

didalam negara federal kekuasaan pembuat Undang-Undang pusat menetapkan peraturan
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mengenai perkara yang discbutkan satu persatu. Meski pembagian kekuasaan tidak
dirinci. Pembagian kekuasaan yang dirinci adalah pemerintah pusat, sisanya menjadi
kekuasaan negara bagian.  Begitu pula sc‘baliknya yang dirinci kekuasaan ncgara,
sementara sisanya menjadi kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah federal.

Pelaksanaan kekuasaan dalam negara kesatuan juga dikenal adanya pemencaran
(tetap dalam pengawasan dan kendali) kekuasaan kebawah yang dikenal dengan otonomi,
hak untuk mengurus rumah tangga sendin bagi bagi daerah sejauh yang dibenarkan oleh
pemerintah pusat.

Didalam negara federal juga terdapat sifat otonomi, cuma otonomi ini bukan
pemberian pemerintah pusat, tetapi muncul dari daerah-daerah yang bersatu dalam saiu
negara berbentuk federasi.

Menurut Laski pembagian kekuasaan kebawah sama dengan konsep otonomi yang
sentralistik dalam penyclenggaraan kekuasaan negara. Pemencaran kekuasaan kebawah
dalam sisitem penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia sudah termuat dalam
UUD 1945, meski .tidak secara rinci memuat pembagian kewenangan antara pemerintah
~ pusat dan daerah.

Menurut Harun Al Rasyid, perubahan bangun negara (starshbow) atau ikatan
kenegaraan (statenverbindung) dari negara kesatuan menjadi negara serikat, tentu saja
harus dengan syarat bahwa proses pembangunan bangsa (nation-Building) dianggap
sudah selesai. Setiap usaha atau gerakan yang bertujuan memcah persatuan dan kesatuan
bangsa harus ditumpas. Faktor integrasi bangsa harus dibina dan dikembangkan,

Melihat kondisi politik dewasa iﬁi kemungkinan besar negara kesatuan akan terus

dipertahankan.  Setidak-tidaknya untuk satu angkatan/ generasi lagi. Kalau negara
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kesatuan yang didesentralisasi tidak memberikan kepuasaan bagi daerah dimasa yang
akan datang, maka tuntutan agar negara kesatuan diubah menjadi negara serikat akan
marak Vdalam abad 21.

Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh
sejumlah negara atau wilayah yang independen yang sejak awal memiliki kedaulatan
pada diri masing-masing. Negara tau wilayah itu kemudian sepakat untuk membentuk
sebuah federal negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi
negara bagian atau wilayah administrasi dengan mana tetap dalain lingkungan tederal.

Dengan kata lain, negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang
pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebagian kepada
pemerintahan federal. Biasanya, pemerintahan federal diberi kekuasaan penuh dibidang
moneter, pertahanan, peradilan dan hubungan luar negeri kekuasaan lainya cenderung
dipertahankan olch negara bagian atau wilayah administrasi. Kekuasaan negara bagian
biasanya sangat menonjol dalam urusan-urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan dan kemanan masyarakat (kepolisisan). Ringkasnya pembentukan
suatu negara federasi melalui dua tahap yaitu :

l. Tahap pengakuan atas keberadaan negara-negara dan wilayah independen.
2. Tahap kesepakatan mereka membentuk ncgara federal. Ini bisa dilihat dalam sistem
federalisme di Amerika Serikat dan Milaysia.

Untuk kasus Indonesia gagasan federalisme ini cukup menarik untuk dikaji,

karena membaywa implikasi yang sangat jauh kedepan dan kebelakang.
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Ke belakang, bisa ditelusuri dari sejak pemerintah Belanda. Lahirnya wacana

kemerdekaan, dan sejarah pemerintahan kita hingga saat ini. Kedepan, kita bisa

mendugé-duga implikasinya terhadap negara proklamasi 1945,

Ada beberapa faktor keunikan proses federalisasi:

1. Kerumitan administrasi.

2. Bahaya adanya egoisme suku dan keagamaan di masing-masing regio.

Sedangkan jenis-jenis federalisme antara lain

1. Federasi mumi.'

2. Federal arangements.

3. Associated States (Assosiasi dengan suatu negara induk yang memiliki wewenang
federasi.

Suatu hal yang menjadi ciri khas federalisme yaitu “ pembagian kekuasaan™ (division of

power) antar tingkat pemerintah yakni antara negara federal dengan negara-negara

bagian.

1.5.3 DEMOKRATISASI

AKkhir-akhir ini istilah “demokrasi dan “demokratisasi” sering menjadi topik
umum. Demokrasi dapat dilihat sebagai suatu ideologi. Dia juga dapat dilihat sebagai
suatu sistem yang mengoperasionalkan ideologi. Merumuskan suatu ideologi dalam
garis-garis besar tidak terlalu sukar akan tetapi mengoperasionalkannya ituulah yang
paling sulit. Di Indonesia kita sedang dalam tahap operasionalisasi, dan hal itu terpaksa

dilakukan dalam suasana keterbatasan baik moril maupun material.

11
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Tidak dapat dibantah bahwa pembangunan dibidang ekonomi sebagian besar telah
berhasil.  Kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir ini dapat
dibanggakan. Tidak hanya bidang ckonomi, akan tctapi juga dibidang keschatan
masyarakat terutama dibidang pendidikan, sekalipun karena luasnya wilayah dan
banyaknya penduduk Indonesia, terpaksa kuantitas diutamakan daripada kualitas. Akan
tetapi pembangunan dibidang politik agak terabaikan. Hal ini dapat dimengerti sebab
kehidupan yang wajar merupakan hal yang paling m'cndcsak untuk ditangani,

Secara historis, demokratisasi berarti redistribusi sumber-sumber politik sembari
mengurangi kepincangan politik yang berlaku. Selanjutnya demokratisasi tidak pernah
dapat menghindari kerugian selama kesenjangan dalam distribusi sumber-sumber politik
tetap berlaku, dan pluralisme demokrasi akan gagal memenuhi kemungkinan demokrasi
berskala luas.

Perdebatan antara negara federasi dan otonomi sebenarnya telah menjadi
perdebatan lama. Wacana negara federasi telah digulirkan oleh Amien Rais dalam
pemilu tahun 1999 silam.  Pro dan kontrapun bermunculan dari politisi, negarawan
maupun pengamat politik dalam menanggapi bentuk pemerintahan ideal apakah masih
berbentuk negara kesatuan, tederasi, kesatuan dengan otonomi khusus, ataukah negara
Kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak konflik berpusat pada peran negara dalam
masyarakat dan berawal dari struktur dan tatanannya. Hampir semua negara merupakan
organisasi yang paling kuat, bahkan bila ia tidak terlalu efektif dalam melaksanakan
kebijakan. Kendali terhadap negara biasanya memberikan akses terhadap kekuatan

ekonomi karena negara merupakan satu alat utama reproduksi kapital. Akibatnya,
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terdapat persaingaﬁ yang ketat untuk mendapatkan kekuasaan alat-alat negara, dan
persaingan inilah yang merupakan sebab dari sekian banyak konflik masa kini. Konflik-
konflik ini bisa di ccgah atau ditengahi melalui kebijakan resmi, seperti redistribusi
melalui mekanisme aksi alternatif | pengakuan hukum pribadi dan pluralisme lainnya,
undang-undang pemilihan umum yang lebih adil dan bentuk-bentuk pembagian
kekuasaan.

Dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 merupakan resolusi dari
pemerintahan  Indonesia  yang dimaksud untuk mencegah konflik-konflik yang
kemungkinan besar akan muncul dalam kondisi yang lebih parah dalam negara yang
sedang mengalami transisi demokrasi. Akan tetapi kebijakan pemerintah untuk memberi
otonomi seluas-luasnya pada dacrah masih belum dianggap menjadi solusi terbaik.
Dipisahkannya UU perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dengan Undang-undang
tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah, menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa masih
terdapat siasat vang disimpan oleh pemerintah pusat.  Artinya desentralisasi tidak
diberikan secara optimal dan masih menyimpan sejumlah alat kontrol, termasuk kontrol
terhadap sumberdaya.

Arbi Sanit juga pesimis bahwa otonomi luas vang ditawarkan oleh pemerintah ini
akan bisa menjamin terwujudnya demokrasi. Bahkan ia mengatakan bahwa otonomi luas
Juga tidak bisa menjamin hilanhnya intervensi pusat. Lebih lanjut Arbi mengatakan,
dengan otonomi luas ada lima kekuasaan sentralis, yakni politik luar negeri, agama
sistem peradilan, moneter dan militer. Sedangkan dengan federasi menurut Arbi hanya
ada tiga sentralisasi, yakni politik luar negeri, moneter dan militer (Kompas, 2

Desember 1999),
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1.5.4 OTONOMI, FEDERAL DAN DEMOKRATISASI

Menurut Dr. ). Kristiadi dalam artikclnya berjudul otonomi, federal dan
demokratisasi vang diterbitkan dalam Harian Umum Suara Pembaharuan yang lebih
penting adalah bagaimana menempatkan semuanya pada konteks membangun sistem
vang lebih demokratis tidak ada gunanya.

Kristiadi juga menyatakan pesimis dari pelaksanaan otonomi daerah ini, karena ia
menganggap bahwa sumber daya manusia di daerah belum mampu untuk mengontrol
parlemen lokal. Terlebih-lebih diluar pulau Jawa, parlemen lokal benar-benar lemah.
Jika kondisi ini terus berlangsung akan melahirkan sistem otoriter baru didaerah. Bagi'
Kristiadi otonomi bukan cuma soal profig sharing tetapi juga power sharing.

Kristiadipun juga tidak setuju dengan konsep federasi maupun kemerdekaan,
Yang paling signifikan bagi ia ialah bagaimana membangun demokrasi. Demokrasi yang
menurutnya siapa vang memerintah mendapat mandat dari vang diperintah. Demokrasi

vang diperintah oleh mavoritas lewat pemilihan umum, bukan karena etnik, atau karena

statistik. Juga harus ada konstitusi yang membatasi perilaku penguasa, bukan konstitusi

vang ditafsirkan sesukanva,

Jadi pada dasarnva persoalan utama bukan terletak pada otonominya, melainkan

pada aspck demokrasinva, scbab sentralis yang demokratis, ruang untuk merusak baik

vang dilakukan pemerintah maupun swasta menjadi sempit karena ada kontrol dari

masyarakat.
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L.5.5 HUBUNGAN KEUANGAN YANG DEMOKRATIS

Dalam pendekatan hubungan keuangan pendapatan , pemerintah pusat
mcnycrz&kan semuannys pembiayaan dacrah kepada masing-masing daerah. Dari hasil-
hasil pendapatan daerah diserahkan sepenuhnya pengelolaannya dan alokasi dananya
kepada tiap-tiap daerah. Jadi tiap-tiap daersh mempunyai kewenangan penuh untuk
mengatur anggaran pengeluaran yang disesuaikan menurut kebutuhan mereka. Pihak
pusat tidak memiliki campur tangan untuk menginterfensi anggaran keuangan rumah
tangga dacrah. Pemerintah pusat hanya akan campur tangan ketika pendapatan suatu
daerah dianggap tidakmencukupi untuk pembiayaan pengeluaran dan belanja. Campur
tangan inipun hanya sebatas pemberian bantuan atau sumbangan keuangan bukan pada
tataran pengaturan distribusi dan alokasi keuangan.

Memang dalam pendekatan ini memiliki segi kelemahan, dimana daerah-daerah
yang kaya akan mengalamni peningkatan pembangunan yang cepat sedang bagi daerah
yang miskin akan semakin ketinggalan. Namun hal inj dapat diminimalisir dengan
distribusi silang anggaran olch pemerintah pusat. Misalnyq beberapa presen dari
pendapatan dacrah — dacrah yang kaya disetorkan ke pusat untuk kemudian dipergunakan
untuk membantu dacrah-dacrah yang miskin. Atau bantuan keuangan dari pusat untuk
daerah yang kaya (DAU) dicabut atau dikurangi untuk diberikan kepda daerah-daerah
yang miskin. Walaupun begitu, jika apa yang dikehendaki oleh Kristiadi adalah yang
penting pembangunan sistem demokrasinya, maka sistem hubungan keuangan melalui

pendekatan pendapatan mungkin cara yang terbaik.

I . tvo
LAPORAN PENELITIAN Model Negara Dan Implikasi... Budi Prasety

—‘—L




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.5.6 KEKUATAN OTONOMI

Menurut Andi tidak relevan membedakan otonomi daerah antara Unitary State
dengan Federal State, karena pada hakekatnya bentuk pemerintahan pada kedua sistem
itu adalah sama, yaitu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, Konsep otonomi
(kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya) pada
kedua sistem tersebut hanya berbeda pada asalnya saja.

Negara kesatuan ada karena memproklamirkan diri sebagai bangsa yang berdaulat-
seperti yang terjadi pada bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945- yang mana
pemerintah pusat sangat mcmégang peran sentral dalam kehidupan bernegar, daerah
hanya berperan membanty pemerintah pusat. Otonomi pada ﬁegara dengan sistem
kesatuan ini lebih merupakan pemberian dari pusat kedaerah. Hal tersebut tentu saja
san.gat berbeda dengan konsep otonomi yang terdapat pada negara federal. Wewenang
pemerintahan pada negara dengan sistem pemerintahan federal ini justru lebih besar pada
daerah (negara bagian). Hal inj dikarenakan proses kvelahiran negara federal itu sendiri.
Negara ini ada karena negara-negara bagiannya yang scbelumnya adalah negara yang
memang telah ada dan berdaulat Negara-negara tersebut kemudian bersatu dan
meleburkan diri membentuk sebuah federasi (ncgara federal). Karena negara federal itu
terbentuk  dari peleburan negara-negara bagian yang 'telah berdaulat sebelumnya,
Kewenangan pemerintah federalpun sifatnya terbatas. Dan kewenangan itupun diperoleh
dari pemberian negara bagian yang sebelumnya telah memperoleh kesepakatan mengenai

kewenangan apa saja yang akan diberikan kepada pusat, Misalnya masalah keuangan,

fisikal dan hukum.
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Untuk Indonesia akhir-akhir ini banyak elit politik yang mulai berpikir bagaimana
seandainya kalau pemerintahan di Indonesia ini dilaksanakan seperti pemerintahan pada
negara federal.  Karena kelihatannya pemerintahan pada negara federal ini lebth
demokratis. Pada bentuk negara yang federal ini daerah benar-benar diberi keleluasaan
mengatur urusan rumah tangg:i dacrahnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh
Andi.  Kalau dimaksudkan untuk mengganti bentuk negara Indonesia dari negara
kesatuan menjadi negara federal sangatlah tidak tepat. Sebenarnya akar permasalahan
yvang terjadi di Indonesia ini yang menycebabkan banyak daerah yang ingin melepaskan
din dari Indonesia, mengganti bentuk negara dan ada daerah yang menuntut otonomi
vang diperluas- adalah masalah hubungan antara pemerinfah pusat dan daerah. Yang
terjadi sclama ini pusat terlalu dominan dalam kehidupan bernegara, bahkan sampai-
sampai menginterfensi urusan berkeluarga. Selain itu pusat terlalu otoriter dan kekuasaan
pemerintahannya terlalu sentralistik, schingga pusat bisa dengan Icluasa menghisap
sumber daya daerah. Keadaan seperti ini tentu saja tidak disenangi oleh daerah-daerah
terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Irian Jaya, Riau dan
Kalimantan. Daerah-daerah tersebut akan bqrpikir bahwa tanpa harus bergabung dengan
Indonesiapun mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Lalu mengapa harus
bergabung dengan Indonesia kalau kekayaan daerahnya hanya akan dibawa ke pusat ?
tanpa mempertimbangkan nasib dacrah yang menghasilkan tersebut 2.

Seperti diketahui, model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu ada dua
macam, vaitu : Agency model dan partnership model. Pada Agency model, kewenangan
daerah sangat terbatas, kebijakan pemcﬁntah bersitat sentralistik, tidak ada keleluasaan

daerah.  Model hubungan pemerintah seperti inilah yang selama ini diterapkan di
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Indonesia, vang mcn.\'cbubkuﬁ dacrah tidak berkembang, karena harus menunggu
kebijakan daerah dari pusat. Di era reformasi ini, yang mana isu demokrasi dan HAM
begitu Vscringn.\fa dibicarakan, pemerintah kita berusaha untuk mencrapkan partnership
model.  Model ini lcb‘h demokratis daripada agency model, karena pada hubungan
pemerinthan ini, dacrah benar-benar diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangga
daerahnva. Pemerintah Dacrah dianggap scbagai partner pusat, walaupun masih dalam
Jalinan hubungan yang subordinatif’ Pemerintah dacrah punya legitimasi tersendiri dan
berwenang menyususn perundangan daerah, selain itu hubungan antara pusat dan daerah
bersifat resiprokal (timbal balik0.

Solusi masalah hubungan pemerintahan }scpcrti. vang ditulis Andi dalam
Demokratisasi dan Desentralisasi, model yang diusulkan sama dengan model partnership
model.  Desentralisasi dan otonomi daerah vang kita perjuangkan sekarang harus
dilaksanakan dengan prinsip vang demokratis, karena kalau tidak dilakukan dengan
prinsip demokratis pelaksanaan otonomi akan menimbulkan raja-raja kecil di Indonesia
yang kekuasaannya mungkin saja lebih diktator dari rezim otoriter orde baru.

Masalah federasi tidak bisa disamakan dengan desentralisasi, karena bentuk
negara federasi tidak bisa dibandingkan dengan masalah penyebaran atau pembagian
kekuasaan (desentralisasi), walaupun keduanya sama-sama menunjukkan pemberian
kewenangan  vang  luas pada dacrah. Bentuk  negara baik itu  federasi atau
unisitas, persatuan, tidak memberi dampak yang langsung terhadap penyebaran kekuasaan
(desentralisasi atau dekonsentrasi). Yang berdampak langsung terhadap penyebaran
kekuasaan itu adalah demokratisas; Jika suatu negara demokratis, maka kecenderungan

kekuasaan pada negara terscbut akan menyebar. Tetapi jika suatu negara itu kurang
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demokratis, maka  kecenderungan _penyebaran kekuasaan  pemerintahannya  akan

terpusat sentralistis.

Otonomi dacrah pada negara yang berbentuk federasi. Perbedaan ini scbenarnya
didasari oleh awal terbentuknva negara tersebut.  Otonomi pada negara kesatuan lebih
mengarah ke pcm-banluan pemerintah pusat. Daerah difungsikan membantu pemerintah
pusat karena berkaitan dengan  keterbatasan pcmcriﬁtah pusat dalam melayani
masyarakatnya.  Sedangkan otonomi pada negara federal, lebih merupakan kewajiban
pemerintah didaerah negara bagian kepada rakyat didacrah tersebut. Justry pemerintah
pusatlah vang diberi hak dan kewenangan mengatur daerah,

Merubah pasalk-pasal tentang negara kesatuan menjadi negara federal melalui
sidang umum MPR merupakan sesuatu yang kurang pas dan tidak benar. Hal terscbut
dikarenakan bahwa : '

a. Negara federal iahir dengan sifat bottom-up dan bukan top-down. Yang dengan sifat
tersebut , negara federal itu ada karena dibentuk oleh negara-negara bagian dan bukan
prakarsa pusat.

b. Keberadaan MPR dibentuk dalam konteks negara kesatuan dan bukan dalam konteks
negara tederal.  Yang mana lebih dari 50 % anggota MPR adalah orang-orang yang
ditunjuk pusat dan lebih 30 % anggota MPR terscebut tidak sesuai dengan dacrah yang
diwakilinva. Adalah scsuatu yang tidak mungkin membentuk ncgara federal yang
notabenepembentukannya berasal dari aspirasi rakyat yang bottom-up karena wakil
rakyta yang duduk di MPR tersebut belum tentu merupakan representasi rakyatnya.

Karena anggota MPR masih fnerupakan representasi dari  kehendak rakyat

keseluruhan, Andi Malarangeng mengusulkan agar diadakan referendum untuk
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menentukan apakah kita akan tetap bertahan dengan Konsep negara kesatuan atau akan

berubah menjadi negara federal. Perlu dipertanyakan konsckuensi-konsekuensi apa yang

akan terjadi di Indonesia jika referendum menghasilkan :

a. Kemenangan tipis pada salah satu kubu (yang menghendaki negara kesatuan atau
federasi). Bisa saja kubu vang kalah tipis dalam referendum tidak menerima
kekalahannya itu dan meminta referendum ulang. Yang tentu saja usulan pihak yang
kalah ini tidak akan diterima olch kutub yang menang tipis tersebut, akhirnya keadaan‘
chaorpun tidak dapat dihindari. Dinegara ynag pendidikan politiknya belum maju
seperti lndoncséa ini, hal itu besar sekali kemungkinannya terjadi.

b. Di suatu propinsi, kemenangan diperoleh oleh kubu federasi dan di daerah lain
dimenangkan oleh kubu negara kesatuan, Tentunya hal ini akan menimbulkan chaos

bahkan mungkin bisa terjadi perang saudara,

1.6 DEFINISI KONSEP

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu peﬁelitian, karena merupakan
- definisi singkat dari suatu fakta atau gejala yang menjadi objek perhatian dari peneliti.
Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan adanya
hubungan empiris (Joronongrat :1982, Hal.21).

Untuk menghindari adanya bias terhadap beberapa konsep yang berkaitan

dengan masalah penelitian ini, maka akan diberikan batasan-batasan dari beberapa hal

berikut :
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1.6.1 Hubungan Negara dan Masyarakat

Untuk memahami pola hubungan negara dan masyarakat maka teori dan konsep
vang dipakai adalah vang berkaitan dengan bentuk-bentuk negarﬁ serta_hubungannya
dengan masyarakat dalam dimensi pendekatan yang berbeda-beda. Para teoritisi klasik
mempunyai pandarigan yang berbeda-beda. Marx lebih melihat pada struktur ekonomi,
arah vdan lingkungan  sejarah, latar belakang fcodalisme, keterhubungan  dan
keterbatasannya dengan masyarakat sipil, birokrasi, pembagian kerja, sentralisasi, hukum
administrasi, organisasi masyarakat dan rasionalitas , kebebasan individu, otoritas dan
hirarki serta pada perkembangan patologis.  Scdangkan Weber mencarinya pada
kekuasaan, dominasi dan penaklukan birokrasi, hukum, rasionalitas, otoritas, penggunaan
kekerasan sacara syah (Bulkin , prisma No. 8 Tahun 1984 hal.3).

Sementara tradisi liberal pluralis menjelaskan pola hubungan masyarakat dan
negara memberi porsi yang besar pada individu, yang diasumsikan akan selalu mengejar
kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang independen diantara kelompok-
kelompok politik lainnya. Hubungan negara dan masyarakat dilihat dalam kerangka
empat proses sentral modernisasi: differensiasi, otonomisasi, universalisasi dan
institusionalisasi (Bulkin, Prisma No. 8 Tahun 1984, Hal.3).

David held memilah model hubungan negara dan masyarakat sipil dalam tiga
bentuk hubungan, pertama, Konsep hubungan dalam negara pluralis dijelaskan dalam
menggunakan teori-tcori demokrasi. Kedua, konsep hubungan dalam negara korporatif
untuk menjelaskan pola hubungan demokrasi yang terkendali. Ketiga, konsep hubungan
dalam ncgéra Marxis untuk menjelaskan posisi negara sebagai alat dari kelas masyarakat

vang domun (Held: 1989, Hal 56-78).
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Arief Budiman menjelaskannya dengan menggunakan kriteria kemandinan dan
kenetralan negara. -Dalam hal ini beliau menggunakan empat buah bentuk negara: negara
. pluralis, negara Marxis, ncgarh organis, dan negara korporatis (Arief Budi;nan, Prisma
No. 7 Tahun 1992 Hal.4-7). Dalam hal ini O’donnel dan Schmitter menjelaskan bahwa
negara Korporatis adalah negara yang menyepelckan masalah kewarganegaraan,
memberangus identitas politik, menghancurkan ruang gerak polittk yang otonom, dan
menggantikannya dengan mengontrol ruang gerak politik publik.  Segala macam
perdebatan harus melalui prosedur yang telah'ditetapkan pemerintah (O’donnel:1993,

hal. 78).

1.6.2 Pemerintahan Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Cita untuk membentuk negara kesatuan secara yuridis formal tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945’ vang secara tegas menyebutkan “Negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.  Definisi pemerintahan Pusat disini
mengacu pada UU No. 5/1974 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah
Perangkat Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-

pembvantunya.

1.6.3 Pemerintah Dacrah Dan Daerah Otonom
Scbagai konsekuensi dari citra desentralisasi seperti yang tertuang dalam pasal 18
UUD 1945 yang menyebutkan © Pémbagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan

kecil , dengan bentuk susunan  pemerintahannya ditetapkan déngan Undang-Undang

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

22
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negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yvang bersifat istimewa”, maka
disusunlah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  Agar penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah dapat berlangsung sccara cfektif maka pada daerah diperlukan pemberian
otonomi.  Definisi dacrah otonom yang digunﬁkan dalam penelitian ini adalah
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Dacrah. Menurut Undang-Undang tersebut daerah otonom
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyali batas wilayah tertentu yang berhak,
5cnvcnang. dan berkewajiban mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam

ikatan negara kesatuan Republik [ndonesia.

1.6.4 Keuangan Daerah

Definisi keuangan dacrah disini adalah keuangan negara yang kewenangan dan

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

e Vb 2705/85

(9]
)
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BAB 11

METODOLOGI PENELITIAN

IL1. Tipe Penelitian

A, Tipe Penelitian ;

yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, menganalisa dan

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami

dan disimpulkan. (Saifudin Azwar: 1999).

Penetapan  Lokasi Penelitian menggunakan  cara purposive  dengan
memperhatikan karakteritik daerah. Misalnya dengan memperhatikan
yaitu sebagai suatu daerah y

kriteria

ang pluralitasnya cukup tinggi, yaity Surabaya dan
Jakarta.

B. Metode Pengum pulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu pertama, pengambilan

data sekunder yang dipcroleh dari media massa dan bahan pustaka lainnya.

Kedua, pengambilan data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara

dengan responden yang ditentukan secara purposive.

Ada dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

* Kuesioner berstruktur yang disebarkan dengan memakai metode acak

(teknik random sumpling). Jadi responden penelitian akan disebarkan

secara acak.
*  Media massa lokal, nasional dan inteernasional yang secara khusus

memberikan perhatian pada persoalan tersebut.
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C. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif yang lebih menckankan
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif scrta pada analisis

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan

metode ilmiah.

—— e e,

KEGIATAN

| Persiapan penelitian
’M;_\_W.._ﬂ_,-h_\.“_

! 2 r Menentukan  dan membuat
; :

| Imstrumen penelitian

|

|

'3 - Mengumpulkan data

L
T

I 4 - Mengolahanalisis data

!’ 5 I Menvusun Drafy Laporan
e e
6 / Revisi dan menyusun laporan

l ) akhir

\‘\\_‘ —_—
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PERBANDINGAN ISI UUNO. 5 Th. 1974 DAN UU NO.22 Th. 1999

UUNO. S TAHUN 1974

(S

UU. NO 22 TAHUN 1999

1 ' Pada hakekatnva otonomi dacrah ity lebih
! i :

f i N . .

j‘ I!mcrupukun kewajiban daripada hak, vaitu
‘ i kewajiban dacrah untuk ikut melancarkan
Jalannyva pembangunan scbagai sarana untuk

mencapai kescjahteraan rakvat yang harus

i diterima dan  dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab

dacrah TK 11 :

L. DPRDTK I mengajukan daltar dengan
3-5 bakal calon Kepala Dacrah TK 11 ke
Gubernur - KDH 1K I untuk
; dimusyawarahkan / disepakati.

~ Daftar dengan nama-nama bakal calon

Kepala Daerah TK Il vang disetujui oleh

Gubernur dikcmbalikan ke DPRD TK 1.

~ DPRD TK Il memilih kcpald daerah TK

. dan mengajukan daftar dengan paling

LAPORAN PENELITIAN Model Negara Dan Implikasi...

Dalam pencalonan dan pemiliban Kepala

Dacrah otonom berwenang

mengatur . dan mengurus
Kepentingan masyarakat setempat

menurut

prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pencalonan dan pemilihan
Kepala dacrah TK 1T
~ DPRD

membentuk  panitia

pemilihan.

~ Pemeriksaan bakal calon KDH

dan bakal calon Wakil KDH
yang diusulkan oleh fraksi-

fraksi.

~ DPRD mengadakan *hearing”

dengan  para  bakal calon

tentang visi, misi, serta rencana

]
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sedikit dua nama calon KDH ke menteri kebijakan.

dalam negeri, cq Gubernur KDH TK 1. » DPRD menetapkan  paling
~ Menteri dalam negeri, melalui KGH TK sedikit dua pasang calon KDH

I memilih KDH TK II diantara calon- dan wakil calon KDH.

~ calon Kepala Daerah yang diajukan oleh | » Untuk propinsi, pencalonan

DPRD TX Il Gubernur dan Wakil Gubernur
dikonsultasikan dengan
presiden.

# Rapat paripurna DPRD
memilih calon KDH dan calon
wakil KDH. Pasangan yang
memperoleh suara terbanyak
ditetapkan sebagai KDDH dan
wakil KDH oleh DPRD.

~ Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah disahkan oleh

Presiden.

L)

Otonomi daerah brguna untuk : melancarkan Otonomi  daerah yang lebih

pelaksanaan pembangunan dan membina menckankan pada prinsip-prinsip :

| kestabilan politik. (pertimbangan pasal ¢) Demokrasi, peran serta
|
, masyarakat, pemerataan dan

{

keadilan, memperhatikan potensi

! !
! i dan  keanckaragaman  Daerah.
I ! ‘
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(Pertimbangan pasal b) —l

Pengawasan preventif : dapat ditentukan
i bahwa peraturan daerah dan Keputusan
Kepala Dacrah baru berlaku sesudah ada
pengesahan olch

pejabat  yang

berwenang.

| ¢ Pengawasan Represit  Peraturan [Dacrah
‘ dan atau keputusan Kepala Daerah yang
i
|

bertentangan dengan Kepentingan umum

2

eraturan crundang-undangan  atau
o
Dacrah  tingkat atasnya

|

{

!

! Peraturan
§

{ . .
i ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan

oleh pejabat vang berwenang, (pasal 68

dan pasal 70).

Pengawasan menekankan
pengawasan represif (memberikan
kebebasan Kepada Daerah dalam
mengambil keputusan,
-memberikan peran kepada DPRD
sebagai badan pengawas terhadap

pelaksanaan otonomi (Penjelasan

Pasal 1.10).

S

5 ' Pembentukan  susunan organisasi  dan Perangkat Daerah dibentuk sesuai
| . D .
‘: tormasi Dinas Daerah ditetapkan dengan dengan kebutuhan daerah,
! , .
l cperda sesuai dengan pedoman yang | berdasarkan pedoman  dari pusat
i i
| ~ditetapkan oleh menteri dalam negeri (pasal | untuk susunan organisasi, formasi
| J -
49 (2. dan pux\aramn Jabatan  (Pasal
’ 00.65;68)
e —— -
(6 e Mendagri unuk TR | dan ‘Gubernur ¢ Peraturan dacrah yang
| ;
| j . ' .
; untek  TK ] berwenang  untuk ditetapkan dacrah otonom tidak
l
;“M_ —
e
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[‘ i I mensahkan, membatalkan, dan|  memerlukan pcngésahan

’ |

| | menangguhkan Peraturan Dacrah atau terlebih  dahulu oleh pejabat
| Keputusan Kepala Daerah (Pasal 1 (1)). 4 yang berwenang (penjelasan
| ¢ Pembinaan untuk mencapai daya guna pasal 1.10).

dan  hasil  guna  dalam  rangka | ¢ Pembinaan lebih ditekankan

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. pada menfasilitasi dalam

7 Kepala Pemerintah Daerah adalah Kepala | Di daerah dibentuk DPRD sebagai
Dacrah  dan dewan Perwakilan Rakyat | Badan Legislatif Daecrah  dan
|Daerah.(pasal 13(1)) Pemerintah Daerah (yang terdiri
atas  Kepala Daerah  beserta
perangkat daerah lainnya) sebagai

badan cksckutif' daerah). Pasal 4

(2)
‘8 ¢+ Kepala Dmnhlvnul_urul hirarki | o Kepala o " Daerah
E bertanggungjawab  kepada  Presiden bertanggungjawab kepada
| ;
§ : melalui Mendagri (l’dsul 22(2)) DPRID (pasal 44 (2)).
,. ¢ Repala Dacrah wajib - memberikan | o Kepala | Dacrah wajib
; f
: : Keterangan pertanggungjawaban kepada menyampaikan  laporan  atas
!
| DPRD (Pasal 22 (3)) ‘ penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Presiden
melalui Mendagri  (Pasal 44
(4)).

29

LAPORAN PENELITIAN Model Negara Dan Implikasi... Budi Prasetyo




- - T e

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

9 ¢ Desa adalah suatu wilayah dengan | Desa adalah kesatuan masyarakat
sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan | hukum yang memiliki kewenangan
masyarakat. untuk  mengatur dan mengurus

¢ Organisasi pemerintahan  terendah | kepentingan masyarakat setempat
langsung dibawah camat, berdasarkan asal-usul dan  adat
¢ Kepala  Desa  menjalankan  hak, | istiadat setempat.
wewenang  dan  kewajiban  pimpinan
pemerintahan  Desa,  dan  merupakan
penyelenggara  dan  penanggungjawab
utama dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan,
t

1 10 © e Kepala wilavah  kabupaten  atau | Dacrah  otonomi masing-masing

| Kotamadya  bertanggungjawab kepada | berdir sendiri dan tidak

5 Kepala wilavah Propinsi, Kepala wilayah | mempunyai hubungan hirarki satu

[ Propinsi bertanggungjawab kepada | sama lain (pasal 4 (2).

i : Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

‘ (Pasal 78 (Cdan (d)).

1

i . L

fo Kepala  Dacrah menurut  hirarki

{

[ bertanggungjawab  kepada presiden

|

: . : ,

i melalui menteri dalam negeri (Pasal 22

|

; (2.

|
T T S oot L : .
(11 Pengalaman penvelenggaraan  otonomi | .. Maka dalam undang-undang ini
{ |
j - dacrah pada masa lampau menganut prinsip | pemberian Kewenangan  otonomi
i :

Model Negara Dan Implikasi...
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otonomi yang nyata bertanggungjawab | kepada daerah Kabupaten dan
dengan penekanan pada otonomi yang lebih | Daerah Kota didasarkan kepada
merupakan kewajiban daripada hak. asas desentralisasi saja dalam
wujud otonomi yang luas, nyata

dan bertanggungjawab.

2 WACANA OTONOMI DAERAH

Dewasa ini muncul tuntutan sebagian masyarakat agar implementasi kebijakan
otonomi luas bagi daerah dipercepat. Tuntutan otonomi penuh kini menjadi masalah yang
urgen. Kelambatan dan ketidakseriusan pemerintah dalam merealisasikan otonomi dapat
membawa dampak yang bukan saja memperburuk hubungan pusat-daerah, melainkan
Juga dampak yang mengancam integrasi bangsa.

sementara disisi lain masih terdapat sikap skeptis sebagian masyarakat terhadap
Kebijakan yang sama. Kendati sudah ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Masih belum ada kepercayaan terhadap

pemerintah pusat terhadap hal tersebut. Skeptisme masyarakat terhadap pelaksanaan

otonomi daerah dan pemberlakuan UU No: 22 Tahun 1999 yang berlaku secara nasional.

Sebab walaupun UU otonomi daerah diberlakukan, nasib rakyat tidak pernah berubah,

yaitu menjadi korban eksploitasi negara di dalam semua aspek kehidupan.

31
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Dumasa orde baru, eksploitasi itu begitu besar dan serius sehingga didaerah-
dacrah yang kaya sumber daya alam seperti Riau, Papua dan Aceh justru ditemukan
kantung-kantung kemiskinan.  Di daerah Aceh eksploitasi secara ckonomi dan
penindasan memunculkan tuntutan untuk memisahkan diri dan memberlakukan sistem
federal . Trauma masyarakat terhadap janji palsu otonomi daerah sangat dapat dipahami
Kalau Kita mencermati distorsi kebijakan otonomi daerah. . Distorsi terjadi pada
paradigma dan cara pandang rezim sebelumnya yang menjadikan kebijakan otonomi
daerah scbagai instrumen sentralisasi, cksploitasi dan penyeragaman atas daerah yang
sangat beragam,

Distorsi paradigma tidak hanya berimplikasi pada ketidakjelasan arah otonomi
desentralisasi politik atau hanya desentralisasi administratif, melainkan juga pada
ketidakjelasan tenninblogi otonomi daerah itu sendiri. Artinya siapa sesungguhnya yang
memiliki otonomi, pemerintah daerah (pemda). Daerah dalam pengertian wilayah atau
teritorial tertentu, atau rakyvat kita didaerah tidak pernah jelas.

Pada tingkat implementasi otonomi daerah sangat mempnhatinkan, dimana atas
nama pembangunan nasional, pemerintah pusat menguras kekayaan daerah tanpa
_persetujuan rakyat dacrah.  Realitas seperti ini yang bermuara pada menggumpalnya
Kekecewaan rakyat didaerah, schingga menjadi bom waktu yang pada akhirnya
mengancam keutuhan bangsa.  Akibatnya meskipun ada kebijakan otonomi daerah,
dalam parakteknya kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan permanen

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dan sentralisasi yang dibungkus asas

dekonsentrasi terlihat dalam semua sektor kehidupan,
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Ironisnva UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 cenderung hendak melestarikan
paradigma lama tentang otonomi daerah yang tercermin antara lai.n :

1. Penyeragaman  titik berat otonomi pada  kabupaten/kota  (dati 1)  tanpa
memperhitungkan kemampuan serta potensi setiap daerah yang berbeda dan amat
beragam.

2. Kenyataan bahwa hanya ada satu UU pemerintahan dacrah bagi daerah-dacrah yang
sangat beragam mencerminkan dengan jelas kecenderungan pemerintah pusat untuk

menyederhanakan persoalan otonomi daerah.

[PY]

Nasib adanya sejumlah pasal karet yang memungkinkan pemerintah pusat mereduksi
substansi pemberian otonomi bagi dacrah disatu pthak dan bahkan menganulirnya
dipihak lain.
Oleh karena itu paket UU otonomi daerah yang baru sebenarnya merupakan persepsi dan
penatsiran sepihak pemerintah pusat mengenai kebijakan otonomi dacrah.

Aspirasi, persepsi. penafsiran rakyat daerah itu sendiri relatif belum terakomodasi
didalamnya. - Akibatnva. paket UU otonomi yang baru seolah-olah menjadi satu-satunya
kebenaran mengenai arah bagi otonomi dacrabh.  Dalam kaitan itu diperlukan adanya

paradigma dan wacana baru meng

i=}

¢nal otonomi dacrah. Dimana otonomi daerah belum
tentu dapat menjénjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat
dacrah apabila agenda demokratisasi diabaikan. Sebab otonomi daerah tanpa diringi
dengan stimultan dengan agenda demokratisasi lainnya akan menjadi perangkap yang
bisa menjerumuskan daerah kepada otoritarianisme dan praktek kolusi, korupsi dan

nepotisme (KKN) baru di tingkat lokal.
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Paradigma baru otonomi dearah ini bertolak dari ‘asumsi bahwa cita-cita
demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi scluruh bangsa kita tidak semata-mata
ditentukan bentuk negara dalam pengertian ncgara kesatuan dan negara federal. Sistem
politik vang menjamin berlakunya mekanisme check and balance, distribusi kekuasaan
secara schat dan fair, adanya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya $upremasi hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM), serta struktur ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan
Jauh lebih penting dari sckedar bentuk negara.

Krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi nasional dewasa ini tidak semata-
mata bersumber pada “kesalahan” bentuk negara, tetapi lebih pada format politik
sentralistik otoriter dan struktur ekonomi kapitalistik-eksploitatif yang diwariskan rezim
orde baru kepada kita, Karena ity pemberian otonomi bagi daerah tidak bisa dipandang
sebagai agenda yang terpisah dari agenda besar demokratisasi kehidupan bangsa.
Konsekuensi logis dari carapandang ini adalah :

Pertama, otonomi daerah harus dipandang sebagi instrumen desentralisasi-
demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keragaman bangsa kita.
Dalam Kkaitan ini, otonomi dacrah bukan tujuan melainkan cara demokratis untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali.

Kedua, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai ptpnpmi bagi rakyat daerah,

bukan otonomi pemerintah dacrah, juga bukan otonomi bagi daerah dalam pengertian

suatu wilayah/teori tertentu ditingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya otonomi daerah -

dilakukan oleh pemda, kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu

yang adil, jujur dan demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini ialah substansi
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demokrasi atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita
kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada didaerah-daerah.

Netiga, otonomi dacrah merupakan hak rakyat dacrah yang scharusnya inheren
didalam agenda demokrasi atau demoikratisasi. Dengan begitu otonomi daerah tidak bisa
didistorsikan sekedar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau
pelimpahan kewenangan hanvalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah
didalam mengurus rumah tangga dacrahnya masing-masing.

Keempat, dacrah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan
pusat — dacrah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian
saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi
setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau kontrak antara pusat daerah yang
cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan
wakil-wakil rakyat dacrah. Urusan daerah didalam majelis Utusan Daerah (format baru
Majelis Permusyawaratan Rakyat) secara terpisah atau bersama-sama dengan DPRD
dapat mewakili rakvat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.

Kelima, mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah,
otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional perlu diagendakan, sehingga bisa
diterapkan dikabupaten atau kota propinsi atau gabungan beberapa kabupaten/kota
didalam propinsi yang sama. Ini berarti i)ahwa perlu dibuka peluang bagi daerah melalui
wakil-wakilnva untuk memilih dan menentukan, apakah mengambil hak berotonomi pada

tingkat kabupaten atau kota, propinsi atau gabungan beberapan kabupaten / kota dalam

(5%
N
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propinsi yang sama, Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah
menjadi tidak relevan. |
Sebagai  bagian dari agenda  demokratisasi, paradigma otonomi dacrah
mensyaratkan pula perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas
pemerintahan, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik ditingkat pusat
maupun daerah. Karena ity paradigma baru dari otonomi daerah meniscayakan adanya
: £
perubahan struktur MPR . Sistem  pemily (menjadi distrik), restrukturisasi lembaga
peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial yang mengabdi kekuasaan menjadi

birokrasi rasional yang melayani kepentingan masyarakat.

3.Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan
Indonesia

Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 gagasan
akan adanya negara kesatuan Indonesia mulai nampak dalam perjuangan bangsa
Indonesia. Kurang lebih lima belas tahun kemudian pada saat kemerdekaan bangsa
Indoensia sampai pada puncak persiapannya, gagasan negara kesatuan tersebut dapat
diwujudkan. Melalyi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dengan panitia
kecilnya serta akhirnya melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal
18 Agustus 1945 yang berlakuy scbagai landasan bagi kehidupan negara dan warga negara
Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah negara Indonesig sesudah proklamasi kemerdekaannya
itu gagasan negara kesatuan terpaksa dj lepaskan dengan terbentuknya negara Republik

Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 Namun pada saat berdirinya negara serikat
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ini usaha untuk mewujudkan gagasan negara kesatuan tidak terhenti, Bentuk negara
kesatuan dihapuskan. Berselang 8 bulan setelah terbentuk negara serikat itu bangsa
Indonesia berhasil kembali membentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Penuangan gagasan negara kesatuan dalam UUD 1945 dicantumkanv dalam
pembukaan. Ketentuan ini sebenarnya merupakan perumusan lebih lanjut dari sila
pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan UUD. 1945, Salah satu sila jtu ialah sila
persatuan Indonesia . Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 dan penjelasannya itu
mencerminkan penjelmaan sila Persatuan Indonesia dalam suatu bentuk negara yang
pemerintahannya meliputi seluruh tumpah darah Indonesia dan meliputi segenap bangsa
Indonesia. Disamping ity tercermin pula penjelmaan sila persatuan Indonesia itu dalam
suatu bentuk negara yang mengatasi segala paham golongan atau perscorangan,
Perumusan negara kesatuan sebagai ketentuan hukum yang berlaku terdapat dalam pasal
I avat 1 UUD 1945,

Dalam rangka berlakunya  kembali UUD 1945 pada tahun 1960 MPRS
menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan
Pertama.  Dalam pola tersebut terdapat paragrap yang berjudul “Organisasi Negara
Kesatuan™ tetapi didalamnya tidak terdapat penggarisan tentang bentuk negara kesatuan
itu sendiri. Dan untuk mengetahui bentuk dan susunan negara kesatuan itu faham
Logemann dapat digunakan sebagai pangkal tolak . Logemann berpendapat bahwa : “
dalam bentuk peryjudan sosialnya negara adalah organisasi, suatu rangkaian duripada
Jungsi-fungsi, Yung dimaksud dengan fungsi ialah suan | ingkungan kerja tertentu dalam

rangkaiannya dengan keseluruhannya, Fungsi itu dalam hubungannya dengan negara

disebut jubutan, N, Qura adulah organisasi jubatan, *
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Karena ncgara merupakan organisasi jabatan maka dalam negara itu terdapat
jabatan-jabatan yang tersusun satu sama lain dalam satu kesatuan. Jabatan—jabatan itu
banyak dan bermacam-macam yang mempunyai lingkungan kerja dengan wewenangnya
sendin sesual dengan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Diantaranya terdapat
bagian-bagian yang masing-masing merupakan pula suatu kesatuan yang mengurus suatu
Jenis kebutuhan hidup tertentu (seperti misalnya departemen, jawatan, dinas-dinas) dan
ada pula yang mengurus macam-macam kebutuhan hidup dari sekelompok orang yang
tinggal pada suatu dacrah tertentu.

Karena ada pembedaan luas daerah yang merupakan batas kekuasaan antara
Jabatan-jabatan yang mengurus macam-macam kebutuhan hidup dari kelompok orang-
orang vang tinggal pada suatu wilayah tertentu maka, dapat dibedakan adanya Jjabatan-
Jabatan pusat dan jabatan-jabatan daerah. Dan karena jabatan-jabatan itu adalah
penyelenggara pemerintahan negara (dalam arti luas), maka jabatan-jabatan itu masing-
masing juga disebt pemerintah pusat dan pemerintah daerah. |

Yang dimaksud pemerintah pusat disini (general Government) disini ialah
sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang batas tugas dan \;'ewenangnya
meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Sedang yang dimaksud dengan
pemerintah daerah ialah scbagién dari organisasi Jabatan-jabatan negara yang batas tugas
dan wewenangnya hanya meliputi sebagian tertentu dari wilayah ﬁegara tersebut. Untuk
mendapatkan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
dalam negara kesatuan, menurut K.C. Wheare dalam negara federal hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah dacréh adalah hubungan coordinate dan‘independcnt.

K.C Wheare mencontohkan Amerika: ** Bahwu konstitusi Amerika serikat menciptakan
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Sudtu - kesatuan negara-negara yang diorganisir sedemikian rupa selingga kekuasaan
negura dibagi- antara pemerintah pusat juga dalam urusan-urusan tertentu tidaklah
tergantung pada pemerintalt negura-negara yang tergabung, dan pihak lain pemerintah
negara-negara bagian yang dalam masalah-masalah tertentu Juga tidak tergantung pada
pemerintal pusat .

Bilamana hubungan antara general dan regional goverments tidak coordinate dan
tidak independent, tetapi general government subordinate pada regional goverments dan
dependent kepadanya pula. maka negara yang bersangkutan adalah negara konfederasi.
Salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut negara federal ialah bahwa
negara —negara yang tergabung didalam kesatuan tersebut masih mempunyai urusan-
urusannya sendiri yvang tidak termasuk lingkungan kckuasaan pemerintah pusat/fedceral.
Tanpa adanya unsur ini Kumpulan negara-negara tersebut sebenarnya merupakan suatu
negara Kesatuan yang mungkin dengan sistem  desentralisasi, Adapun hubungan
kekuasaan antara gencral dan regional governments di Afrika sclatan olch Wheare
dilukiskan sebagai berikut - = Di Afrika sclatan, pemerintah daerah adalah subordinate
terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 1990, 4 buah koloni yang pemerintahan sendiri
vakni Cape, Natal, Orange River dan Transvaal mcmbentuk‘suatu kesatuan (Union).
Dengan demikian 4 koloni tersebut akhirnya hanya merupakan propinsi-propinsi saja.
Nemudian dibentuk sebuah parlemen dipusat dan ditiap-tiap propinsi dibentuk Juga
sebuah council. Maka council diberi kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan
daerah misalnva peraturan-peraturan tentang pendidikan, pertanian, rumah sakit, munipal
institusional, jalan-jalan dan scbagainyé. Peraturan-peraturan tersebut diatas harus lcbih

dulu dimintakan persetujuan dari pemerintah kesatuan dan hanya berlaku apabila
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peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dibuat
oleh parlemen.  Parlemen sewaktu-waktu dapat membubarkan, menambah atay
mengurangi atau menghabuskan sama sekali kekuasaan Council”.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan adanya suatu azas bahwa dalam negara
kesatuan urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sedmikian rupa schingga untuk urusan-urusan tertentu badan pemerintah yang
satu tidak dibenarkan mencampurt urusan-urusan badan pemerintah yang lain.  Jadi
urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan. Dan
diantara jabatan-jabatan dalam organisasi negara itu yang memegang kekuasaan tertinggi
atas urusan-urusan itu ialah pemerintah pusat.

Berlandaskan pada azaé itu maka dapatlah dimengerti mengapa dalam pasal 1
UUD 1945 pada ayat | ditetapkan tentang bentuk negara kesatu#n dan pada ayat 2 nya
ditetapkan tentang jabatan negara yang tertinggi yang memegang kedaulatan negara.
Memang ada hubungan antara pembagian kedaulatan negara deﬁgan bentuk negara yang
bersangkutan. Dalam negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 kekuasaan

atas unsur-unsur negara tetap merupakan suaiu kebulatan dan dipusatkan pada satu

Vjabalan MPR.

Prinsip negara kesatuan bahwa diantara jabatan-jabatan dalam organisasi negara
yang bcrséngkutan yang memegang kekuasaan tertinggi atas urusan-urusan negara adalah
pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya pelimpahan (delegasi) sebagian
kekuasaan negara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Jabatan-jabatan lain
seperti hanya dalam UUD 1945 Menurut UUD 1945 kedaulatan memang dilakukan

sepenuhnya oleh MPR, tetapi pelaksanaannya sebagian kepada presiden, yakni
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pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Sebagian lagi pelaksanaannya diserahkan
Kepada presiden beserta DPR vakni pelaksanaan membentuk UU. Dan sebagian lagi
pelaksanaannva diserahkan kepada MA, vakni pelaksanaan kekuasaan kchakiman,
Masing-masing badan ini memegang satu jenis bagian kekuasaan negara pada tingkat
vang tertinggi dibawah MPR dan wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara.

Nekuasaan ini sclanjutnya dapat dilimpahkan kepada Jabatan-jabatan pemerintah
dacrah.  Dalam negara kcsuum;i pchimpahan kekuasaan ini tidaklah sendemikian rupa
hingga merupakan pemberian kekuasaan Negara atas urusan-urusan tertentu dalam daerah
yang bersangkutan yang lepas dari campur tangan pemerintah pusat.  Kedudukan

o
pemerintah daerah adalah subordinat terhadap pemerintah pusat.

Sesuat dengan azas ini maka sewajarnyalah bila didalam UUD 1945 Juga tidak
terdapat suatu ketentuan yang memberikan urusan-urusan negara tersendiri kepada
pemerintah dacrah yang tidak dapat dijamah lagi olch pemerintah pusat. Kclcnl_uan
semacam mi juga tidak terdapat dalam UU pemerintah dacrah yang pernah berlaku dalam
negara kesatuan,  Hubungan vang subordinat terhadap pemerintah pusat seperti yang

telah diuraikan diatas, dapat diselenggarakan menurut beberapa azas, azas sentralisasi,

azas desentralisasi, azas Konsentrasi dan azas dckonsentrasi.
Perbedaan azas sentralisasi dan desentralisasi berpangkal pada kedudukan dari
Jabatan-jabatan penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan pada azas desentralisasi

maka jabatan-jabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan

organisasi jabatan-jabatan negara vang lingkungan wewenangnya meliputi seluruh
wilavah negara.  Perbedaan azas konsentrasi dan dekonsentrasi berpangkal pada letak

wewenang untuk memutuskan tentang masalah-masalah urusan ncgara diantara jabatan-
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jabatan yang ada. Dalam negara kesatuan yang mendasarkan pemerintahannya pada azas
Konsentrasi wewenang untuk memutuskan tersebut dipusatkan pada satu jabatan negara
atau sctidaknya pada scjumlah jabatan-jabatan negara. Dalam negara kesatuan yang
mendasarkan pemerintahannya pada azas dekonsentrasi wewenang untuk memutuskan
masalah-masalah urusan negara dibagi-bagikan pada Jabatan-jabatan negara dalam
Jumlah yang sebanyak mungkin, termasuk pula jabatan-jabatan dacrah.

Dalam pengertian diatas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah lain lebih menonjol dalam pengertian desentralisasi. Menurut Donncr‘: “Masalah
desentralisasi ity uda bilamana pemerintahan, kecuali dilaksanakan oleh jabaran-
Jabatan dari negara kesatuan juga dilaksanakan oleh Jabatan-jabatun lain yang
mempunyai kebebasan  sedikit atau banyak terhadup .pcmcrinlah pusat  dan tidak
tergolong dalam organisasi Jabatan-jabatan yang suma.  Untuk dapat membedakan
desentralisasi (/u)'i dekonsentrasi kebebasan  itudal yang  merupakan  syvarat - yang
menentikan

Mengenai pemerintah daerah UUD 1945 menctapkan bahwa wilayah Indonesia
dibagi atas daerah besar dan keeil dengan bentuk da-n susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan UU. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintah daerah ini harus
diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal usul
dalam aderah yang bersifat istimewa. Penjelasan ini menunjukkan bahwa :

a. Daerah tidaklah bersifat sebagai “staat”,
b. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi-propinsi yang
kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.

C. Daerah itu bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratif’
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d. Didaerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

[

Ketentuan-ketentuan i tidak berlaku bagi dacrah-daerah yang bersifat istimewa
vakni dacrah-dacrah swapraja.

Jadi UUD 1945 masih membedakan antara daerah yang langsung berada dalam
lingkungan kekuasaan pemerintah republik Indonesia dan yang tidak langsung. Sedang
mengenat dacrah-daerah yang langsung berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintah
R.I itu mungkin merupakan dacrah otonom dan l11un§kin pula merupakan daerah
administratif.

Undang-undang yang pertama yang berhubungan dengan pemerintahan daerah
setelah Indonésia merdeka ialah UU No. 1Tahun 1945. UU ini mengatur tentang Komite
Nasional Daerah yang dibentuk didacrah-dacrah otonom di Indonesia dan sebagai Badan
Perwakilan Rakyat di Dacrahbersama-sama dengan kepala daerah menjalankan pekerjaan
mengatur rumah tangga dacrahnva. Tiga tahun kemudian Pemerintah RI menetapkan UU
pokok mengenai pemerintah dacrah dengan UU No. 22 Tahun 1948, Pada saat UUDS
1950 diatur dalam UU No.1 Tahun 1957.

Untuk mendapatkan satu kesatuan pengaturan mengenai masalah pemerintah
daerah ini maka pada tahun 1965 ditetapkan UU Pokok Pemerintahan Daerah baru dalam
UU No. 18 Tahun 1965 yaitu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri yang disebut sebagai daerah otonom. Dalam tahun 1966 terdapat suatu ketetapan
MPRS tentang daerah. Daerah yang dim‘aksudkan dalam ketetapan ini adalah daerah
otonom vang bertujuan untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah,

dengan menyerahkan semua urusan kepada daerah berikut semua aparatur dan
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keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan ditentukan
dengan Undang-Undang.

Menurut Kleintjes otonomi berarti membuat peraturan sendiri. Namun istilah ini
dapat mcmbeﬁkan pengertian yang keliru karena dalam kenyataannya istilah otonomi
mencakup juga tugas pemerintahan dan kepolisian.  Menurutnya otonomi diartikan
sebagai wewenang daripada alat-alat perlengkapan daerah untuk memperhatikan semua
kepentingan wilayahnya sendiri, terutama dengan menyelenggarakan pemerintahan dan
pengaturan asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan olch alat perlengkapan negara yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan dacrah otonom scbenamya adalah sebagian dari organisasi Jabatan-jabatan negara
yang merupakan satu kesatuan (yang bats tugas dan wewenangnya hanya meliputi
sebagian tertentu  dari  wilayah negara yang bersangkutan yang mempunyai
“zeltstandingheid™ chl’slumiihghcid meliputi 3 hal © dalam kedudukannya secara
orgamisatoris terhadap pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas
serta wewenangnya dan dalam pembinaannya. Ini berarti bahwa jabatan-jabatan daerah
tersebut secara organisatoris tidak mempunyai hubungan langsung dengan Jjabatan-
jabatan pusat, sedangkan pejabat-pejabatnya juga tidak langsung bergantung pada
pemerintah pusat baik mengenai pengangkatannya meupun mengenai pclaksanaan
tugasnya.  Dalam hal ini yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya bisa
merupakan keleluasaan untuk mengatur urusan-urusan yang oleh pemerintah pusat
discrahkan pengaturan dan pengurusannya kepada daerah dan Juga keleluasaan dalam

melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang dibebankan penyelenggaraannya
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kepada daerah. Dalam pembiayaan berarti bahwa pemerintah daerah yang otonom itu

mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang penggunaannya ditentukan sendiri

dalam anggaran keuangan dacrah vang bersangkutan.

Antara pemermtah dacrah dengan pemerintah pusat secara organisatoris tidak
mempunyar hubungan langsung. ini berarti bahwa antara pemerintah daerah dengan
pcnwrin.mh pusat tidak terdapat hubungan kerja dimana pemerintah daerah pemerintah
dacrah  mcrupakan  bawahan  dari  pemerintah pusat  dengan  kewajiban
pertanggungjawaban pemerintah dacrah kepada pemerintah pusat.

Pcjabat pemerintah dacrahpun tidak tergantung secara langsung kepad pemerintah
pusat karena pejabat-pejabat itu tidak diangkat oleh pemerintah pusat melainkan dipilih
oleh rakvat vang bersangkutan atau giukur olch pemerintah dacrah itu sendiri.
Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini tidaklah dilakukan atas perintah  dari
pemerintah pusatdan juga pelaksanaan tugasnya tid:fklah dipertanggungjawabkan kepada
pemerintah pusat.

Hal it pada umumnya telah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia.  Dalam pengaturan selanjutnya meskipun hubungan organisatoris
secara langsung dengan pemerintah pusat tidak ada namun karena pemerintah daerah
berada dalam  lingkungan negara kesatuan, maka perlu  ditetapkan adanya organ
penghubung.

Organ ini dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk Kepala
Daerah.  Perbedaan pemikiran tentang pentingnya peranan Pemerintah Pusat dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan variasi dalam susunan jabatan
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tertinggi  pemerintah  dacrah  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku

khususnya mengenai kedudukan dan wewenang Kepala Daerah.
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BAB 1V

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dacrah otonom scbenarnva adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara
vang merupakan satu Kesatuan (vang bats tugas dan wewenangnya hanya meliputi
sebagian tertentu dari wilavah negara yang bersangkutan yang mempunyal
“zelfstandingheid™.

Zelfstandingheid meliputi 3 hal @ dalam kedudukannya sccara organisatoris
terhadap pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas serta
wewenangnya dan dalam pembinaannya.  Ini berarti bahwa jabatan-jabatan dacrah

tersebut sccara organisatoris lidak mempunyai hubungan langsung dengan jabatan-

jabatan pusat, sedangkan pejabat-pejabatnya juga tidak langsung bergantung pada

pemerintah pusat baik mengenai pengangkatannya meupun mengenai pelaksanaan
wgasnya,

Dalam hal ini vang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya bisa merupakan
keleluasaan untuk mengatur urusan-urusan yang oleh pemerintah pusat discrahkan
pengaturan dan pengurusannva kepada dacrah dan juga keleluasaan dalam melaksanakan
urusan-urusan pemerintah pus;ﬁ vang dibebankan penyelenggaraannya kepada dacrah.
Dalam pembiavaan berarti bahwa pemerintah daerah yang oto.nom itu mempunyai
sumber-sumber  keuangan  sendiri yang  penggunaannya  ditentukan  sendiri dalam

anggaran keuangan dacrah vang bersangkutan.
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Antara pemerintah dacrah dengan pemerintah pusat secara organisatoris tidak
mempunyai hubungan langsung, ini berarti bahwa antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat tidak terdapat hubungan kerja dimana pemerintah dacrah pemerintah
dacrah  wmerupakan  bawahan  dari pcmérintah pusat  dengan  kewajiban
pertanggungjawaban pemerintah dacrah kepada pemerintah pusat.

Pejabat  pemerintah  daerahpun  tidak tergantung  secara  langsung kepada
pemerintah pusat karena  pejabat-pejabat itu  tidak diangkat oleh pemerintah pusat
melainkan dipilih oleh rakyat yang bersangkutan atau diukur oleh pemerintah daerah itu
sendiri.  Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini tidaklah dilakukan atas perintah
dari pemerintah pusatdan juga pelaksanaan tugasnya tidaklah dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah pusat.

Perbedaan  pemikiran icm;mg pentingnya peranan Pemerintah  Pusat  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dacrah menimbulkan variasi dalam susunan jabatan
teringgi  pemerintah  dacrah  dalam peraturan  perundang-undangan yang  berlaku

khususnya mengenai kedudukan dan wewenang Kepala Daerah.
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